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MENTERI DALAM NEGERI
EEPUBLIKE INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDIONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOEKUMENTAS]
KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya
pedoman  pengelolaan  pelayanan informasi dan
dokumentasi di HKementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Dacrah;

b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah sudah tidak sesuai lagi
denpan  perleembangan keadaan dan peraturan ¢
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negen tentang Pedoman
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Nepgeri dan Pemerintahan Daerah,

Mengingat : 1, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Publik  (Lembaran Nepara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan



Menetapkan

il

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846},
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tenlang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Tndonesia Nomor 4916];

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomaor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
MNegara Republik Indonesia Nomor 5587|sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedus
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemcrintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daecrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Fepubhk Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan Pemerintah Nomor &1 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PEDOMAN FENGELOLAAN FPELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraluran Menter ini vang dimaksud dengan:

15

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik
Indonesiavang memegang kekuasaan pemernntahan
negara Republik Indonesia yang dibantu olch Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintahan Dacrah adalah penyelenggaraan urusan
pemeriniahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Ralkvat Daerah menurut asas olonomi dan
lugas pembantuan dengan prinsip olonomi  scluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik [ndonesia
Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Dacrah sebagai unsur
penyelenggara Pemernntahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan  yvang  menjadi
kewenangan daerah atonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya
disingkal DPRD adalabh lembaga perwakilan rakyat
dacrah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan
tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannyva vang dapat
dilihat, didengar, dan dibaca vang disgjikan dalam
berbagai kemasan dan format sesuai  dengan
perkembangan  tocknologi informasi dan  komunikasi
cecara elektronik dtaupun nonelektronik,

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolshan,
penyusunan, dan pencatatan dokurmen, data, gambar,

dan suara untuk bahan informasi publik.
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Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suall  Badan Publik yang berkaitan dengan
penyelengeara dan penyelenggaraan negara dan/atau
penyelenggara dan penyelengparaan  Badan Publik
lainnya serta informasi lain vang berkaitan dengan
kepentingan publik,

Badan Publik adalah Pemerintah daerah dan DPRD yang
fungsi dan ugas pokoknyva  berkailan  dengan
penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh
dananya bersumber dari Atgparan Pendapatan dan
Belanja Daerah, alau  organisasi  nonpemerintah
sepanjang sebagian atau seluruh dananva bersumber
dariAnggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah,
sumbangan masyvarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi
tagas untuk menduduki posisi atau jabatan tertenta
pada Badan Publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjulnys disingkat PPID adalah pejabat vang
bertanggung Jjawab dalam pengumpulan,
pendakumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelavanan informasi dan
dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari PPID Utama
dan PPID Pembaritu.

Atasan PPl adalah pejabal vang merupakan atasan
PPIDUtama.

Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya disinglat PLID adalah susunan pengelola
layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah,
Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu kepala
daerah dan DPFRD dalam penyelenpgaraan Urnasan
Pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah.
Standar Operasional Prosedur vang  selanjutnya
disingkat S0P adalah serangkaian petunjuk tertulis



vang dibakukan wmengenai proses penyelenggaraan

tugas-magas PPID.

13. Daliar Informasi dan Dokumentasi Publik wvang
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selanjutnya disingkat DIDP adalah catatan yang berisi
keterangan secara sistematis tentang seluruh informasi
dan dokumentasi publik wvang berada dibawah
penguasaan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Dacrah tidak termasuk informasi dan dokumentasi yang
dikecualilkan

Ruang Pelayanan Informasi dan Doloumentas: vang
selanjutnya disingkat RPID adalah tempat pelavanan
informasi dan dokumentasi publik dan  berbagai
informasi dan dokumentasi lainnya wvang bertujuan
untuk memfasilitasi penyampaian mformasi  dan

dolkumentas: publik.

. Bistem  Informasi dan Dokumentasi Publik yang

selanjutnya  disingkat SIDPadalah  sistem  penyediaan
layanan informasi dan dokumentasi secara cepart,
mudah, dan wajar sesual denganUndang-Undang
Keterbukaan Informasi Publik,

Laporan Layanan Informasi dan Dokumcntasi yang
selanjutnya disingkat LLID adalah laporan yang berisi
gambaran umum kebijakan icknis informasi dan
dokumentasi, pelaksanaan pelayanan informasi dan
dokumentasi, dan rckomendasi serta rencana tindak
lanjut  untuk  meningkatkan kualitas  pelayanan
informasi dan dokumentasi.

Forum Koordinasi Pejabat Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat FKPFID Pemda adalah wadah komunikasi,
koordinasi, konsolidasi, pembinaan, dan PENZaAWASan
PPID Pemenntah Provingi dan PPID  Pemerintah
Kabupalen /Kota.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi
antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Puhblik
danfatau Pengguna [nformasi Publik vang berkaitan
dengan hak memperoleh danfatau mengmunakan
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informasi publik berdasarkan peraturan perundang-

undangart,

. Orang  adalah orang perseorangan, kclompok orang,

badan hukum, atau badan publilc.

Penggunalnformasi  Publik  adalah  orang yang
mengeunakan informasi publik sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan,
PemohonInformasi  Publik  adalah  warga negara
dan/atau badan hulkum Indonesia yang mengajukan
permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan,

Pagal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Menteri ini adalah:

di

(1)

[2)

mewjudkan penyvelenggaraan pemerintahan yang baik,
yvailu yang transparan, clcktif dan efisicn, akuntabel
serta dapat dipertangeungjawablan; dan

meningkatkan pengelolaan dan pelavanan informasi dan
dokumentasi di Kementerian Dalam DNegeri dan
Pemerintahan Daersh untuk menghasilkan layanan

informasi dan dokumentast yang berkuahtas.

BAaB I
AKSES INFOERMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

Pasal 3
Informasi dan DokumentasiPublik Kementerian Dalam
MNegeri danPemerintahan Dasrah bersifat terbuka dan
dapat diakses oleh sctiap Pengguna Informasi dan
Dolumentasi Publik, kecuali Informasi dan Dokumentasi
vang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia,
Informasi dan Dokumentasi Publik 4 lingkungan
Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daecrah
dapat dipercleh  oleh  Pemchon Informasi dan
Dokumentasi Publik dengan cepat, tepat waktu, dan
dapat diakses dengan mudah,



13} Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1]sesuai dengan
kepatutan, kepentingan umum,dan/atau peraturan
perundang-undangan,

(4] Informasi dan Dokumentasi Publik yang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),ayat (2), dan avat
() didasarkan pada pengujian atas konsekuens] yang
timbul apabila suatu  informasi dan dokumentas
diberikan kepada masyarakat dengan pertimbangan yang
seksama bahwa menutup Informasi dan Dokumentasi
Publik dapat melindangi kepentingan yang lebih besar

daripada membukanya atau schaliknya.

BAE III
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 4
(1] Kementerian Dalam Negeri danPemerintahan Daerah
berhak menolak memberikan informasi dan dokumentasi
vang dikecualikan dan tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan seperti:

a. informasi dan dokumentasi VEAIE dapat
membahayakan negara;

b. informasi dan dokumentasi vang berkaitan dengan
kepentingan  perlindungan usaha dari persaingan
usaha tidak schat;

¢. informasi dan dokumentast vang berkaitan dengan
hak-hak pribadi:

d. mformasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan
rahasia jabatan; dan/atau

e. informasi dan dolkumentasi vang belum dikuasai atau
didokumentasikan.

[£} Informmast  dan  Dokumentast  vang  dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) digjukan oleh PPID



pembantu kepada PPID utama untuk  selanjutnya
ditctapkan dengan Keputusan Mentenn Dalam  Negen
dan/atan Keputusan Kepala Daerah sesusl dengan

kewenangannya.

Bagian Kedus
Kewajiban

Pasal 5

(1} Kementenan Dalam Nepen danPemenntahan Daerah
wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitican
Informasi dan Dokumentasi Publik yang berada di bawah
kewenangannys kepada Pemohon Informasi Publik,
gelain  informasi vang dikecualikan sesual denpgan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagamnana dimaksud
pada ayat (1), Kementerian Dalam
NegeridanPemerintahan Daerah dapat membangun dan
mengembangkan sistem informas: dan dokumentasi yang

dapat diakses dengan mudah.

BAB IV
FPID

Pasal 6

(1} Pengelolaan pelayanan  informasi dan  dokumentasi
dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah  dengan membentuk  dan
mecnetapkan FPID.

(2) PPID sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melekat pada
pejabat strukiural yang membidangi tugas dan fungsi
pelayanan informasi dan  delumentast  dan/atau
kehumasan.,

(2} Untuk mendukung keglatan dan kelembapgaan PPID
dibentuk PLID.

{4] PPID scbhbagaimana dimaksud pada ayat (2) merapakan
PFID Utama pada PLID.



Pasal 7

{1} PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Neseri
bertanggungjawab kepada Menteri Dalam Negeri melalui
Sckretaris Jenderal.

(2) PPID Utama di lingkungan Pemerintabh Daerah Provinsi
bertanggungjawab kepada CGubernur melalui Sekretaris
Dacrah.

(3) PPID  Utama di  lingkungan Pemcrintah Daerah
Kabupaten/Kota bertangmungjawab kepada Bupati/Wali

Kota melalul Sekretaris Daerah.

Pasal 8

(1) Susunan PLID di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
ditetapkan dengan Keputusan Menteri

(2] Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daesrah Provinsi
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(3) Susunan PLID di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten /Kota ditetapkan dengan Keputusan
Bupati/Wali Kota.

BAB V
KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DORKUMENTASI

Bagian Kesaty

Umum

Pasal 9
PPID Utama di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Komponen dan/atau Pejabat Fungsional.

Pasal 10
(1) PPID Utama di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dibantu olch PPID Pembantu yang berada di lingkungan
Perangkat Daegrah dan/atau Pejabat Fungsional,
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(2) PPID  Uiama di lingkungan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota dibantu oleh PPID Pembantu vyang
berada di lingkunganPerangkst Dacrah dan/atau Pejabat

Fungsional,

Pagal 11

(1) PPFID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah
Provinai terdin atas sckretariat Dacrah, sekretariat
DPRD, inspektorat, dinas, badan, dan/atau Pejabat
Fungsional.

{2) FPID Pembantu di lingkungan Pemerintabh Daerah
Kabupaten / Kotaterdiri atas sekrotariat Dacrah,
sckretariat DPRD, inspektorat, dinag, badan, kecamatan

dan/atau Pejabat Fungsional.

Bagian Kedua
Tugas dan Kewenangan

Pasal 12

PFPID Utama bertugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi;

¢, mengeordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan
bahan miormas dan dolumentasi dari PPID Pembantu;

d. menyimpan, mendokumentasikan, menvediakan, dan
memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
publik;

e, melakukan verifilkasi bahan informasi dan dokumentasi
publik:

[, melakukan wup konselkuensi atas informasi dan
dokumentas] yang dikecualikan;

melaliulan pemutakhiran informasi dan dekumentasi;

g

h. menyvediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh masvarakat;
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melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
melaksanakan rapat hoordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan keburahan;
mengesahkan informasi dan dokumentasi yang lavak
uniuk dipublikasikan;

menugaskan PPID Pembantu  danfatau Pgjabat
Fungsional wuntuk mengumpulkan, mengelola, dan

memelihara informast dan dokumentasi; dan

cmembentuk tim fasilitast penanganan sengketa informasi

yvang ditctapkan dengan Keputusan Menteri dan
Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan lugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 12, PPID Utama berwenang:

a.

menalak memberikan informast dan dokumentasi yang
dikecualikan  sesual  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan,

memimnta dan memperoleh nformasi dan dokumentasi
dari PPID Pembantu yvang menjadi cakupan kerjanya;
rmengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan
dokumentasi dengan PFID Pembantu yang menjadi
cakupan kerjanys;

menentukan slau menetapkan suatu informasi dan
dokumentasiyvang dapat diakses cleh publik; dan
mentgaskan PPID  Pembantu danfatau  Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta

memelihars informasi dan dolumentasi untulk

kebutuhan organisasi.

Pasal 14

(1} PPID Pembantu bertugas:

a. membanto FPID Utama melaksanakan

tangeungjawab, tugas, dan kewenangannya;
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b. menyampaikan informasi dan dokumentasi  kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit 5 (enam) bulan
sekali atau sesuail kebutuhen:

¢. melaksanakan  kebijakan  tcknis  informasi  dan
dokumeniasi sesuai dengan  tupss pokok dan
fungsinya;

d. menjamin Ketersedisan dan akselerasi lavanan
informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi
SECArH cepat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e, mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
dan data lingkup komponen di lingkungan
Kementerian Dalam Negeri/Peranglat Daerah  di
lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing
menjadi bahan informasi publik; dan

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan tcknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

(2] Selain tugas sebagaimana dimaksud pada avat (1) PPID
pembantu Khususnyva sekrelariat DPRD bertugas untuk:
a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan

informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
peraturan perundang-undangan; dan

b. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada
DPRD untuk menctapkan informasi dan dokumentasi
yang dapat diakses oleh publile

BAB VI
KELENGKAPAN FLID

Bagian Kesatu

struktur Organisasi

Pagal 15
(1) Struktur organisasi PLID di  lngkunganKementerian
Dalam Negeri, terdin dari :

4. pembina, dijabat oleh Menteri Dalam Negeri;



b.
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pengarah selaku Atasan PPID, dijabat oleh Sekretaris
Jenderal;

tim Pertimbangan, dijabzl oleh Para Pejabat Eselon 1
di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala
Biro Hukum;

PPID Utama, dijabat oleh Kepala Pusal Penerangan,
FPID Pembantu, dijabat oleh Sekretaris Komponen di
ingkungan Kementerian Dalam Negeri,

bidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentas, dan

Bidang Fasilitas Sengketa Infomasi; dan

2. pejabat fungsional.

(2} Struktur organisasi PLID Provinsi, terdiri dari :

a.
=5

2,

petnbing, dijabat eleh Gubernur dan Wakil Gubernur,
pengarah selaku Atasan FPID, dijabal cleh Sekretaris
Daerah;

tim Pertimbangan, dijabat oleh Para Pejabat Eselon 11
di hingkungan Sckeetariat Dacrah Provinsi, seluruh
Pimpinan Perangkat Daerah  dan  pejabat yang
menangani bidang hukum;

PPID Utama, dijjabat nleh Pejabat Eselom Il yang
menangani  nformasi  dan dokumentasi serta
kehumasan:

PPID Pembantu, dijabat olch Pgjabat pada Peranghkat
Daerahvang mengelola informasi dan dolumentasi;
bidang pendulkung, vang terdiri darn Sekretariat PLID,
Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi,
Bidang Pelayanan Infomasi dan Dokumentasi, dan
Bidang Fasilitasi Sengketa Infomasi; dan

pejabat fungsional.

[3} Struktur orgamsas: PLID Kabupaten / Kota, terdin dan :

=1

pembina, dijabat oleh Bupati/Wali Kota dan Wakil
Bupati/ Walil Wali Kota;
pengarah selalon Atasan PPLD, dijabat oleh Sekretaris

Daerah;
tim Pertimbangsn, dijabat oleh Para Pejabat Eszelon
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IT.b, di lingltungan Sekretariat Daerah
Kabupaten/Kola, seluruh Pimpinan Perangkat Dacrah
dan pejabat yang menangsni bidang hukum:

d. PPID Utama, dijabat cleh Pejabat Eselon [II yang
menangan informasi  dan  dokumentasi  serts
kehumasan:

¢. PPID Pembantu, dijabat oleh Pejabat pada Perangkat
Dacrah yang mengelola informasi dan dokumentasi;

f. hidang pendukung, vang terdiri dari Sekretariat PLID,
Bidang Petigolahan Data dan Klasifikasi [rformasi,
Bidang Pelaysnan Infornssi dan Dokumentasi, dan
Bidang Fasilitasi Sengheta Infomasi; dan

2. peyabat flungsional,

[4) Bagan strukiur organisasi FLIDKemendagri, PLID

Provinsi dan PLID Kabupaten/Kota, tercantum pada

Lampiran I, sebagai bagian vang tidak terpisahkan dari

Peraturan imni.

Bagian Kedua
S0P PPID

Paszal 16

(1) Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik
sesuai peraturan perundang-undangan,

{2} Pedoman mengenal S0P PPID  schagaimana dimaksud
pada ayat{I} sckurang-kurangnya memuat ketentuan
sebagal berikul;

a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID
Utama dan PPID Pembantu;

b. kejelasan tentang orang vang ditunjuk sebagai pejabat
fungsional dan/atau petugas informasi  apabila
diperlukan;

¢, kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan
kewenangan Atasan PPID, PPID Utama, PPID
Pembantu, Bidang Pendukung dan  Pejabat

Fungsional;



d. kejelasan tentang pejabat yang menduduld posisi
sebagal  Atasan PPID  yang  bertanggungjawab
mengeluarkan tanggapan  atas  keberalan  yang
diajukan oleh Pemohon [Informasi Publil;

e. standar layvanan Informasi Publik scrta tata cara
pengelolaan keberatan di lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Dacrah; dan

f. tata cara pembuatan laporan tabunan  tentang

Layanan [nformasi Publik.

(3] Dalam penyusunan SOP PPID Pemerintahan Dacrah

mengacu kepada Peraturan Meniterl Dalam Negeri vang
mengatur  tentang SBtandar Operasional Prosedur [a
Lingkungan Pemernntah Provinsi dan Pemerintah
Kabupalen/Kota.

Pasal 17

(1} Jenis-jenis SOP PPID, antara lamn:

a. S0P Penvusunan Daftar Informasi Pubhik;

b. SOFP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;

€. B0P Uji Kenscekuensi Informasi Publik;

d. S0P Penanganan Keberatan Informasi Publik; dan
& B[0P Fasilitasi Sengketa [nformasi.

{2} Contoh Format S0P tercantum pada Lampiran Il yang

merupakan bagian tidak terpisahkan darl Peraturan

Menteri ini.

Bagian Ketiga
DIDP

Pazal 18

(1) DIDP sekurang-kurangnya memuat:

= P f LB AL e
b. ringkasan isi informasi;
c. pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasal

informasi;
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d. penanggungjawab  pembuatan atau  penerbitan

informasi,
wakiu dan tempat pembuatan informasi;

i o

bentuk mlormasi yang tersedia; dan
g, Jangka wakitu penyimpanan atau retensi arsip.

(2) DIDP diletapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh
PPID Ltama.

[3) Keseluruhan informasi dan dokumentasi publik yang
sudah  dipublikasikan harus  digserahltan  kepada
perpustakaan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintahan Daerah untuk dilestarikan dan
diklasifikasi menjadi bahan pustaka,

{4] Contoh Format DIPsebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terdapat pada Lampiran [Il,yang merupakan bagian tidak
terpisahlkan dar Peraturan Menter: im.

Bagian Kecmpat
RPID

Pasal 19
(1) RPID  terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan
dilengkapl dengan sarana dan prasarana yang memadai.
{2) RPID dikeclola coleh pejabat Mungsional dan/ataupetugas

informasi.

BaganKelim:a
SIDP

Pasal 20

(1) SIDP dibuat dan dikembangkan olech PPID untuk
mempermudah akses pelavanan informasi publik.

(2} Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1] dilakukan secara terintegrasi antara PPID Utama
dengan FPID Pembanta.

(3) Belain mengembangkan SIDP schagaimana dimaksud
pada ayat (2], Kementerian Dalam  Negeri
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mengembangkan SIDP yang terinteprasi secara Nasional
dengan PPID i lingkungan Pemerintahan Daerah.

(4] Selain mengembangkan SIDP sebegaimana dimaksud
pada ayat (2] Pemerintah Provinsimengembangkan SIDP
vang lerintegrasi secara Regional dengan PPID  di
lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayvah

masing-masing.

BaganKeenam
LLID

Pasal 21

{1) LLID wajib dibuat dan disediakan oleh Badan Publik
paling lambat 3 [tiga} bulan setelah tahun pelaksanaan
tahun anggaran herakhir,

(2} Sabnan LLIDY Kementerian Dalam Negeri schagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampsikan kepada Komisi
Informasi Pusat.

(3) Salinan  LLID Pemerintahan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Informasi Pusat
sesual kewenangan masing-masing.

(4] LLID, sekurang-kurangnya memuat:

a, gambaran umum kebijakan pelayanan informasi dan
dolumentasi Publik di  lingkungan Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah: dan

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan informasi
dan dokumentas: Publik, antara lain:

1, sarana dan prasarana pelavanan informasi dan
dokumentasi Publik  yang dimiliki  beserta
kondisinya;

2. sumber daya manusia yang menangani pelayanan
informasi dan dekumentasi Publik beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelayanan informasi dan dokumentasi

publik serta laporan penggunaannys.
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¢. rincian pelavenan informasi dan dokumentasi Publik
vang meliputi:

1. jumlah permohonan Informasi Publik;

2. walkta yvang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan Informasi Publik dengan klasifikasi
lertentu;

3. jumlah permohonan Informasi  Publik  vang
dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dasn

4. jumlah permohonan Informasi Publik yang ditolak
beserta alasannya.

d. rincian penyelesaian sengketa Informasi  Publik,
reliputi:

1. jumlah keberatan yang diterima;

2. tanggapan atas Keberatan wyang diberikan dan
pelaksanaannya;

3. jumlah permchonan penyelesaian sengketa ke
Kormi=i Informasi vang berwenang; dan

4. hasil mediasi dan/atan keputusan ajudikasi
kKomisi Informasi yang berwenang dan
pelaksanaannya oleh  badan publik, jumlah
gugatan vang diajukan ke pengadilan, dan hasil
pulusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh
badan publik.

e. kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan
layanan mfoermasi dan dolkumentasi Publik; dan

[, rekomendasi dan  rencana tindak  lanjut antuk
meningkatkan  kualitas pelayvanan informasi dan

dokumentasi,

Pasal 272
(1) LLIDY merupakan bagian dari informasi Publik yang wajib
tersedia setiap saat.
(2) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
kepada publik dan disampaikan kepada atasan PPID.
(3) LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaiken
kepada Kepala Daerah oleh atasan PPID.
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(4] LLID scbagaimana dimaksud pada ayat (3) akan
dilaporken oleh Kepala Daerah scbagai bagian dalam
laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Bagian Ketujuh
Pendanaan

Pasal 23

(1} Pendanaan  yang diperlukan  untuk  pengelolaan
pelayanan informasi dan dokumentasi &i lingkungan
Kementenan Dalam Negeri dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

(2} Pendanaan  yang diperlukan untuk  pengelolaan
pelavanan informasi dan dokumentasi di lingkungan
Pemerintahan Provinsi dibebankan pada Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

(3} Pendanaan yang  diperlukan untuk pengelolaan
pelavanan informasi dan dokumentasi di linglungan
Femerintahan  Kabupaten/Kota  dibebankan pada
ATNERATAD Pendapatan dan Belanja Draerah

Kabupaten /Kota.

BAB VI|
MEKANISME PERMOHONAN
INFORMAS] DAN DOKUMENTASI

Pasal 24
Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:
perscorangan;
kelompok magsyarakat;
lembaga swadaya masyarakat;

oo g op

arganisasi masyarakat;

tF

partai politik; dan

=

badan publik lainnya.
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Pasal 25

Pemohon informasi dan dokumentasi wajib memenuhi

persyaratan:

a. mencantomkan identitas wvang jelas sesual dengan
ketentuan yang berlaku dan/atau peraturan perundang-
undangan;

b. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;

¢. menyampaikan sccara jelas  jends  informasi  dan
dokumentasi yang dibutuhkan;

d. mencantumkan maksud dan tyuan permohenan
informast dan dokumentasi Vang dapat
dipertangeungjawabkan; dan

e. menyalakan kesediaan membayar biaya dan cara
pembayaran untuk memperoleh informasi yange diminta,

sepanjang blava yang dikenakan terbilang wajar.

Pasal 26

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh informasidan
dolkumentasi Publik kepada Kementerian Dalam Negeri
dan/atau Pemerintahan Daerah terkait secara tertulis
atau tidaktertulis.

{2} PPID Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau Petugas
Informeasi wajilb mencatat nama, Nomor [nduk
Kependudulkan (NIEK), dan alamat Pemohon Informasi
Puhblik, subjek dan format informasi serta coara
penyampalan informasi vang diminta oleh Permohon
Informasi Publik.

(3) PPID Utama danfatau PPID Pembantu danfatay Petugas
Informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik
vang diajukan secaratidak tertulis,

(4) PPID Utama danfatay PPID Pembantu dan/atan Petugas
Informasi wajib memberikan tanda bukil penerimaan
permintaan  Infeormast Publik  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ayat (2)dan avat (3] berupa nomor
pendaftaran pada saal permintaan diterima.
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(5] Dalam hal permintaan disampaikan secara langsungatau
melahli surat elektronik, nomor pendaftarandiberikan
Sadl PEMErMAasn permintaan.

(0] Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat,
pengiriman nomor pendaftaran  dapat  diberikan
bersamaan dengan pengiriman informasi,

[7) Paling lambat 10 (sepuluh) har kerja sejak ditenimanya
perrmintaan,  PPID Wama  wajib menyampaikan
pembentahuan tertulis yvang berisikan:

a. mformasi  yang  diminta, berada di bawah
penguasaannya ataupun tidak;

b. penerimaan  atan  penolekan  permintzan atas
informasi dengan alasan sesuai peraturan perundang-
undangan;

c. alat penyvampar dan format nformasi yvang akan
diberikan; dan/atau

d. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
nformasi yang diminta.

([8) PPID Utama wajib memberitahukan Badan Publikyang
menguasal informasi yang diminta apabila informasi yang
diminta tidak berada di bawah penguaseannya dan
Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui
keberadaan informasi vang diminta.

(@) Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atag
sebagian dicantumkan materi informasi yang akan
diberilean.

(10)Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan sesual peraturan perundang-undangan,
maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat
dihitambkan dengan disertai alasan dan materinya,

(11}Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintaban Daerah
dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan
pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada avalb (7),
paling lambat 7 (tujub) hari kerja berikutnva dengan

memberikan alasan sccara tertulis.
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BAB VIII
PEMBINAAN DAN FENGENDALIAN
PENATAAN PLID

Pagal 27

(1} Pembinaan dan pengendalian penataan PLID Provinsi
dilakukan oleh Menteri.

(2} Pembinasn dan pengendalian  penataan  PLID
Kabupaten/kota dilakukan oleh Gubernur schagaj
wakil Pemeritah Pusat.

(3] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat|Z) dilakukan melalui:

a. fasilitasi dan koordinasi;

b. peningkatan kapasitas PPID:

-

. momtoring dan evaluasi; dan

c
d. dukungan teknis administrasi,

BAB X
KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesaty
Keberatan

Pasal 28
{1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan
keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID
berdasarkan alasan berikout:

a. penclakan atas permintaan informasi berdasarkan
alasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Avat
(7

b. tidak disediakannyva informasi dan diumumican secars
berkala sebagaimana dimaksud dalam  Pasal ¢
Undang-Undang Nomor 14 rahun 2008 tentang
Keterbulkaan Informasi Publik;

¢. tidak ditangeapinya permintasn informasi:

d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana

vang diminta;
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e. tidak dipenuhinyva permintaan informasi;

f. pengenaan biaya vang tidak wajar; dan/atau

. penyampaian informasi yvang melebibi wakiu yang
diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan [nformasi
Publik.

(2} Alasan scbagsimana dimaksud pada ayat (1) huruf
bsampat dengan huruf g dapat disclesaikan secara
musyawarah oleh kedua belah pihak,

Pasal 29

{1] kKeberatan diajukan cleh Pemohon [nformasi Publikdalam
jangka waktu paling lambat 30 [tiga puluhlhari kea
sefelah  ditemukannya  alasan  sebagsimanadimaksud
dalam Pasal 28 ayat {1).

(2] Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatanyang
diajukan cleh Pemohon Informasi Publik dalamjangka
waktu paling lambat 320 (tiga puluh) han kerjasejak
diteritnanya keberatan secara tertulis.

(3] Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila
Atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan oleh
bawahannya.

Bagian Kedua
Fasililasi Sengketa Informasi

Pasal 30

(1) Bengketa informasi dapat terjadi apabila  Komisi
Informasi Pusat dan/atau Komisi [nformasi Provinsi
dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai
dengan  kewenangannya, —mencrima  pérmohonan
sengketa informasi vang diajukan pemohon nformasi
karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

(2] Pengajuan sengheta informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} dilakukan pemohon informasi dalam waktu
paling lambat 14 (empat belasjhari kerja setelah
diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID.
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Pasal 31

(1] Mekanisme dan tata cara upaya penyelesaian Senpketa
Informasi Publik dilakukan sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

(2] Mentert dan Kepala Dacrah melalui Atasan  PPID
menelapkan Tim Fasilitasi Sengketa Informast untuk
mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang
dibentuk oleh PPID Utama.

(3] Surat Keputusan penetapan Tim Fagilitasi Sengketa
Informasi juga berfungsi schagal Surat Kuasa untuk
bersidang mewakili Kementerian Dalam Negeri dan/atau
Permerintah  Dacrah  Provinsi danfatau  Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota di Komisi Informast Pusat
dan/atau Komisi [nformasi Provinsi dan/atau Komisi
Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan
kewenangannys.

(4) Tim Fasilitasi Scngleta Informasi di ketual oleh FPPID
Utama dan beranggotakan PPID Pembantu, pejabat vang
menangani bidang hukum dan pejabat fungsional serta
pejabat/ stal lainnya sesuai kebutuhan,

(2] PPID Utama melaksanakan fasilitasi  penanganan
sengkets informasi dengan melakukan koordinasi dan
konsolidasi bersama PPID Pembantu terkait, pejabat yang
menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak
lain yang dipandang perlu.

(6] Mekanisme kerja Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa
Informasa diatur oleh Tim berdasarkan arahan Atasan
FPID.

(F} Titn  melaporkan proses penanganan  dan  hasil
penvelesaian sengkets informas kepada Atasan PPID.
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BAB X
FKPPID

Pasal 32
FKPPID dibentuk untuk meningkatkan koordinasi antar
PPID lingkup Nasional dan Regional dan memperkuat peran
dan fungsi PPID Pemerintah Daerah.

Paszl 33
(1) Kementerian Dalam  Negenn melakuksn  koordinasi,
pembinaan dan pengawasan FKPPID Pemerintahan
Daerah Tingkat Nasional.
(2} Pemerintah Provinsi melaltakan koordinasi, pembinaan
dan pengawasan FKPPID Pemerintahan Daerah Tingkat
Provins di wilayah masing-masing.

Pasal 34
(1) FKPHID Pemda Tingkat MNasional terdin dan FFID
Pemerintah Provinsi sehiih Indonesia.
{2] FKPPID Pemda Tingkal Provinsi terdiri dari seluruh PPID
Pemerintah Rahupaten /Kota di wilayah Provins: masing-

masing.

BAB X1
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35
Pada saal Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Dalam Negerli Nomor 35 Tahun 2010 tentang
Pedoman Pengelolaan Pelayvanan Informasai dan
Dolkumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku,

Pasal 36
Peraturan Mentern 1m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar  seblap  orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturarn Menter: ini dengan
pencmpatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal SJanuar 2017

MENTERI DALAM NEGER!
REPUBLIK INDONESIA,
e
TJAHJQ KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tangeal 23 Januari 2017.

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
EEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASAS] MANTISIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 157,

Salinan secsual dengan aslinva
KEPALA BIRO HUKUM,

tcl

W._ SIGIT PUDJIANTO



LAMPIRAN |

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

STRURTUR ORGANISAS]
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

A STRUKTUR ORGANISASI PLID KEMENTERIAN DALAM NEGER]

Pembing
Menteri Dalam Negen

Pengarah Tim
Schkretaris Jenderal PertimbanganPejaba
Selalku Atasan FPID tEEu:_lnn 1 danKepala

I
- :
FRID Utama

Kepala Pusat Penerangan

- ™
PHIL Pembantu
lk Sekretaris Komponen
-
| |
Bidang Bidang Bidang Bidang
Pendulung Pengolahin Pelavanan Fasilitasi
Sekretariat Data dan Informasi dan sengketa
PLID Klasifikasi Dokumentasi Informasi
[ e ,

I | | |

l,.———-----___|_________

| PEJABAT FUNGSIONAL |

I
a

o e e e e



B. STRUKTLUR ORGANISASI PLID PROVINSI

Pembina

ubernar
Wakil Gubernur

Penzarah Tim Pertimbangan
Selretaris Daerah Pejabat Eselon 11 Setda Provinal,
Selalku Alasan FPID Pimpinan Perangkat Daerah

DanPejabat yang menangani

Bidang Hukum

1 |
S : B
PPID UamaPejabat Eselon [1
Bidang Inforrmeas dan
Komunikasi Bidang
Kehumasan
e : -~
o e
PPID Pembanta
Pejabal Perangkat Dacrah
Fengelola Informasi dan
Dokumentasi
. A
Bidang Bidang Bidang
Pendukung Pengolahan Data Pelayanan
Sekretariat dan Klasifikasi Informasi dan
PLID Informasi Dolkumentas:
b




C. STRUKTUR DRGANISASI PLID KABUPATEN

Pembina
Bupati
Walil Bupati
| |
g . .
Fengarah Tirn Pertimbangan
Sckretaris Daerah Pejabat Esclon 1Lb. Setda
Selaku Atasan PPID Kabupaten, Pimpinan Peranghkat
dacrah dan Pejabat yang
menangani Bidang Hualoom
L

PPID tamaPejabat Esclon 111
Bidang Informasi dan Komunilasi
Bidang Kehumasan

FPID Pembantu Pgjabat Perangkat Daerah Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Di Kecamatan dan
Desa f Kelurahan Ataupun sebutan laintya

I
I | [ I

e

Bidang Bidang Bidang Bidang
Pendukung Fengolahan Pelayanan Fas=ilitasi
Sekretariat Data dan Informasi dan Sengketa

FLID Rlasifikas! Dokumentas Informasi
Informasi

i,

|
__________ oo

PEJABAT FUNGSIONAL E

——



D, STRUKTUR ORGANISASI PLID KOTA

Pembina
Wali Kota
Waldl Wali Kota

o

Pengarah Tim Pertimbangan
Selaku Atasan FPID Fejebat Esclon ILb. Selda
Boloetans Dacrah Kota, Pimpinan Perangkat
Daerah

PPI} UtamaPejabat Eselon [11
Gidang Informasi dan KEomunikasi
Bidanpg Kehumasan

FFIL Pembaritu &
Pejabat Perangkat Dacrah
Pengelola Informasi dan
Diolamentasi
e
| | | |
_\-"\'\.

Bidang Bidang Bidang Bidang
Pendukung Pengolahan Pelayanar Fasilitasi
Sekretarist Data dan Informasi dan Sengleta

PLID Klasifilcasi Dokumentasi Informasi
Informes:

MENTERI DALAM NEGERI
REFLUIBLIK INDONESIA,

tid
TJAHJO KUMOLO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

td

W, SIGIT PUDJIANTG
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESLA
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN [INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN
PEMERINTAHAN DAERAH

FORMAT STANDAR OFPERASIONAL PROSEDUR
PEJABAT PENGELOLA INFOEMASI DAN DOKUMENTASI

A, STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

MONMOR S0P 3

TGL, PFEMBUATAR
TGL. REVISE
LOGO INSTANS] TGL. EFEKTIF
DISAHKAN OLEH

MAMA SOP PENYUSTNAN
NAMA INSTANSI

DAFTAR

INFORMASI DAN DORKUMENTASE PUBLIK




D

DASAR HUKUM

RUALIFIKASI PELAKSANA

FERIENGGATALN;

1, WU 13 Talyon X008

2. ULl 25 Tehun 2009

3. U 93 Tahun 2013

4. el Tahwn 2010

3. Herkt 1 Tahwn 2010

6. Perld 1 Tahun 2013

KETEREATAN: PEREALATAN /PERLENGEAPAN:
|. Lembaran Kerja dan Fencana Kerja
2, Term of Referenoe
3. Alat Tohs Kantor
4, Jaringan Interned

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam betlule soficopy dan

hardeopy




yang dikuasail. Informasi yang
dilakulan meliputi jemis
dokumen, penanggung jawab
pembuatan, waktu dan tempat
pembuatan, serta bentuk
informasi vang tersedia dalam
hardeopy dan softcopy. Format
penmsian dalam pengumpulan
informasi dan dolumentasi di
masing-masing komponen di
Kementerian Dalam Negeri
dan Pemernintahan Daerah.

Pelaksana Pendukung
No Kegilatan R ey - ,-1 - = Keterangan
tasan
| Pembanty Utama FPID Belenghapen Wt S '
1 Mengumpulkan informasi dan - UL Mo 14 Secara DIDF vang telah
dokumentasi yang berkualitas Tahun200§;, | berkala, dikumpulkan
dan relevan dengan tupoks U Ne 25 serta merta | dari komponen
masing-masing komponen di . Tahun2009, |dan setiap | dan Peranglkat
Kementerian Dalam Negen 3. UL Nao 23 saat Dacrah
! dan Pemmerintahan Daerah, Tahuanz013:
| baik yang diproduks: sendin, PP 61 Tahun
g dikembangkan, maupun vang 2010;
dikirim ke pihak lain, yang . Perld Na 1
berupa arsip statis maupun tahun2010;
dimnamis, arsip aktil maupun 6. Perld No 1
arsip maktif dan arsip vital Tahun2013.




mengarsip delkumen dan
dipisahkan sesus klasifikas:
informasi dan dokumentasi
wajib, secara berkala, serta
mérta dan setiap saat. Perlu
dibuat dafrar Informasi dan
dokumentasi vang

2 | Mengklasifikasikan seluruh 1. ULl No 14 Becara DIDP yang telah
informasi dan dokumentasi l Tahun2008; | berkala, diklasifikasi
vang telah dilumpullan dan 2, Ul No 25 serta merta | kebenarannya
mengidentifikasikannya Tahun200%; | dan setiap
berdasarkan sifat informasi . — . 3. UL No 23 saat
dan doloamentasi, selain ita Tahun2013:
1uga mengklasifibeasiloan 4. PP 61 Tahun
informasi dan dokumentasi 2010:
vang dikecualikan dengan 5. Perla No |
katepon sebagaimana yang Tahun2010;
telah ditetapkan melalui U7 5, Perld No 1
Mo, 14 Tahun 2008 Pasal 17 Tahun2013.
din Pasal 18, Pengujian
tentang konsckuensi dengan
seksama dan penuh ketelitian

. sehelum menyatalean
Informasi dan Dokumentasi
Publik tertentu dikecualikan
oleh setiap orang.

3 Mendoloumentasilan informasi | W Alat tulis Secara DIDF
publlk dalam bentuk softcopy kantor berkala,
dan tempat penyimpanan . serta merta
dokumen dalam bentuk hard dan sctiap
oopy dengan tata cara sepert saal




5

dikertaliban.

Menectaplan DIDF sccard
resmi dan menpumumkan
kepada masyaralat.

Mengungeah DIDP ke
twebsileresmi Kemendagri dan
Pemerintahan Dasrahmaupun
melalu ssrana mformas:
lamnya.

Mengadokan
rapat bersama
dengan PFRID
Utama dan
PRI
Permnbaniu
untuk
Menetapkan
LIF

Website dan
sarans
mformasi
lainnya yang

dirmlika oleh
kotaponen dan
Pemerintah

Daerab

Sctelah | Surat Setelah DIDP

DIDP Keputasan ditetapkan,

terkampul | DIDP yvang jika ada

dari PPID} ditandatangani | tambahan

Pembantu olch Atasat irformasi

PFID baru, dibuat

SK untuk
ditetaploan

Setelah Adanya Konten

DIDP DIDPA] websiie

ditetaplkan | Kemendapgridan

oleh Atasan | Pemerintob

PPID Dacrah




E. 30P PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NOMOR S0P
ItiL. PEMBUATAN
TzL, REVISI
LDGO M'GL. EFEKTIF
INSTANSI
LHEATTEAN OLEH
= MAMA J0OF
NAMA PELAYANAN
INSTAMN
PERMOBONAN INFORMASI
FUBLIK
DABAR HUKUM ELALIFIKAS] PELAKSANA

1. I, UU 14 Tshun 2008
2, U225 Tahun 269;
3, ULF 23 Tahus 2013;
. PP &1 Tahun 2010

3. Perld' 1 Tabhoan 2010
6. Perld 1 Tahun 2013

EETERIKATAN:

PERALATAN | PERLENGKAPAN:

. Lemnbar Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reforence

3, Alat tubis kantor

#. Jaringan Internet

PERINCIATAN:

FENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Lisimpan dalam bentuk soffeepy dan hardeopy




Pelaksana Pendukung
’ Kempene
; Bagian FPID dan
L BRI [emORON | pesistrasi | PPID ;;Egkm Rilasakanin | AWl Output | Keterangnn
FFID Pembantu |
— ai Daerah | | |
1 | Pemohon Informasi dapat {1] Formulir | Pada hari | Formulir |
menvampaikan permohdonan Permohonan | dean jam | Fermohona
irformasi yang dibutuhkan baik Informasi kerja untuk | n informasi
secara langsung dan tidak langsung. - yang tersedia | pemochon yang telah
di meja informasi diisi
pelayanan SCCATE. lenglap
PPID atay langsung dan
vang dan setiap dilampiri
ditampilkan | saat untuk fotacapy /
di website, pemohon SCAan
{2] Fatocopy informasi identitas
atan scan secara tidak | diri (NIK)
identitas diri | langsung
(NTK} cari
pemohon
_ __ e _informasi B |
2 | Melekukan registras: berkas Semua data- | Pada han DIF yang
permohonan informasi publite, Jika W . data. dan jam telah
dokumen /mformasi yang diminta pemaltioc kerjauntik | tersusun
telah termasuk dalam DIP dan informasi pemohon dalam
dimiliki aleh meja mformasi atau disimpan informasi bentulk
sudah terdapat di website FPID, mala dalam seCara kardoog)
langsung diberikan kepada pemohon hentuk langsung dan .
informast atau bisa langsung diunduh hardeopy dan | dan setiap softcopy |
oleh pemohon informasi. Jilza softcopy saat untuk
informasi/ dokumentasi vang diminta pemohon
belum termasuk dalam DIP, maka informasi
bethas permohonan disampaikan secara Hdak
kepada PPID atau PPID Pembantu. langsung




PPID mermnta kepada komponen
atau Perangkat Dacrah untak
memberikaninformasi atau dokumen
yang sudah termasuk dalam DIP,
kepada FPID untuk diberikan kepada
| pemohon informasi. Komponen ataan
| Perangkat Daesrah memberilkan
informasi stau dokumen vang
dimaksud kepada PPID atau PFID
Pembantu.

hMemberilean nformast atan doloumen
yvang dimmnta oleh pemohon informast
vang lelah menandatangani tanda
bulti penerimaan informasi atau
daokumen.

DIF yan 10 {sepuluh)
telah hari kerja
ditetaplan sejals
. oleh permmohonan
' komponen informasi
atan diterima oleh
Peranghkat FPID
Dgersh
Informasi Porpanjangarn
- < aitan permohonan
Drokumen informeasi
VALE adalah
diminta oleh T itujuhb) han
pemolion kerja
| Informasi

DIP

Informas
publik
Yang
diminta
oleh
pemolioh
informasi




C. 5SOP UJI KONSEKUENSI INFORMAS] PUBLIK

NOMOR S0P
TGL, PEMBUATAN
T, RENVIST
LOGO TGL. EFEXTIF
INSTANSI
DISAHKAN OLEH
NAMA S0P
NAMA LT KONSEKUENST
INSTANS
INFORMAS] PUBLIE
DASAR HUKUM KUTALIFTKAS] PELAKSANA

1. 1. U0 14 Tahun 2008,
2, ULT 25 Tahun 2008
3, ULl 23 Tahun 2073;
4, PP 61 Tahun 2010

o Perki 1 Tahun 2010
iy, Perla 1 Tahun 2013

KETERIKATAIN: PERALATAN/ FERLENGKAPAN:

1. Lembar Keérja dan Rencang Keta
2. Term of Heferenice

3, Alat tulys kantor

. Jaritigan Internet

PERINGATAN; FENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk soffeopy dan hardcopy




HNo

I =

Pelaksana Pendukung
PFPID Tim Komponen
: ; 5
Eephatan Ltalf;?;m Pmﬁ%fn Pe:‘_ﬁilglkat Pemohon | Kelengkapan Walktu Chutput e
Pembartu Informagsi Dasrah [
Melakukan kajian atas ——— Berkas Setiap saat Berkas
informas fdokumen vang tidak permohonan permohonan
termasuk dalam DIF dengan infromasi/ informasi
melibatkan Tim Pertimbangan doloutmen dasl vang telah
Pelayanan Informasi. Pemohon diisi lengkap
- Informasi dan dilampiri
| fotocopy/scan
identitag diri
[MNTK]
Memberikan pertimbsngan atas Dasar huloum: | Pada hari | Burat
mnformasi SN ] dan jam Keputusan
dokumen vang dimaksud EIP 14 Tahun leerja Tim
vangbersifal rahasia berdasarkan 2008 dan Pertimbangan
UL, kepatutan dan kepentingan - PERKI Pelavanan
umum > 1 Tahun 2010 [nformasi
| Menyampaikan kepada PPID atas o | Informasi] Pada hari Informasi;
status informasi /deliumen yang dokumen vang | dan jam dokumen dari
diminta pemohon informasi, telah kerja, komponen
apakah termasuk rahasia atau dinyatakan malsimal 10 | ataun
terbiks, Jika informasi fdokumen = L B terbulea untule  (sepuluh) Perangleat
yang dimaksud adalah terbuka, publik hari kerja, Daecrah
maka PFID memerintahican kepada sejalk
kompoenen) Perangkat Daerah permohonan
uniuk menyerahkan informasi/ > - imformast
dokumen yang dimaksud. Jika Leregistrasi

status informasy) dokumen oleh




=] 1=

[ Tim Pertimbangan Pelavanan
[Mformasi dinyetakan ralhazia,
maka PPID membuat sucat
penalakan kepada pemohon
ndarmea s,

' Memberilcan informasi vang
diminta oleh

pemohon informasi dengan
menandatangani tanda bulat
penerimasn atzu memberikan
surat penolakan kepada pemohon
jika status informasi f dokumen
dinvatalean rahasia.

Informasi /
Dokumen yvang
thminta oleh
Pemohon
Informast atai
sural
periolalean
jika mformass)
dokumen
tersebut
dikategorilcan
rahasia

Maksimal
diberikan
perpanjangan
pememiban
permohonan
informasi
selama T
(tujuh) han
aojak
pemberitahu
an tertulis
diberikan
dan tidals
dapar
diperpanjang
lag

—

| lnformiasi

| publik yang
diminta

olehl Pemohon
[nformas
atall surat
penolakan




D. SOP PENANGANAN KEBEERATAN INFORMASI PUBLIK

LG
[NBTANSI

NOMOR S0P

Gl PEMBUATAN

TGL. REVIS]

TGL. EFEKTIF

DISAHKAN OLEH

NAMA
INSTANE!

NAMA SOP

FENANGANAN KEBERATAN

INFORMASL PUBHLIK

CASAR HUKLIM

RLTALIFTIRAS] PELAKSANA

L. UL125 Tahun 2005,
3. UL 23 Tahun 2013;
4. FF 61 Tahun 210

F. Perki 1 Tabion 2010
5. Perlal 1 Tahon 2013

s

L1 UL 14 Tahun 20HE;

KETERIKATAN: FERALATAN /(PERLENGKAPAN:
1. Lambar Kerja dan Rencana Kerja
2, Tetm of Beferenice
2. Alat tuhs kentor
., Jaringsn Intonet
FERIMGATAM: FENCATATAN DAN PENDATAAN;

- Disimpan dalam bentuk sofloopy dan hardoopy




“F3:

No

Atasan PPID

Pelaksansa Pendulkung
; FFIDY atau
HEpwon ;E?u:n h;:li Hgsiil;nmi PFID A:-‘:‘TJT kelenghkapan Walktu Chatput
Pembantu
Pemohon [nformass: [1} Formulir Pada har dan  Formulir
menyampaikan pengajuan Pengajuan jam kera pengajuan
keheratan atas tidalk terlayaninya Keheratan keberatan
permohonan informast yang Informasi pelavanan
dibutuhlion meladud ¢ (1] datang Publilk vang infermasi
langsung dan rmenpist formualin Lersedia o mega publilk yang
permohonan pengajuan keberatan . pelavanan FPID telady cliisd
informasi publik dengan atau lenghkap dan
melengleapt fotocopy identitag dir ditampillcan di dilampiri
INLK], (2} melalui websife dengan trebsite dan fotocopy fscan
mengisi formulic yang welah dapat diunduh, identitas din
diunduh dan menyertakan scan [2] Fotocopay [NIK]
identitas diri (NIK) kernudian aran I
dikirim ke alamat email PPID yvang scan identitas
tertera di website, (3) mengitim fax diri {INIK] dari
formulit permohonan informasi pemohon
vang telah diisi lengkoap disertaa yang
dengan tax identitas chn [NIK] ke mengaukan
nomor fax PPID. keberatan
Melakukan registrasi formulir e Semua data- Pada hari dan | Daftar R
pengajuan keberatan pelavanan o . - . o data pemohon jam keria pengajuan
informasi don menvampaikan e imformesi lieberatan
pengsjuan keberatan kepada disimpan dalam pelayarnan
bentulk informasi yang
‘ hardoupy dan Lelah di-file
=oftcopy dalam bentuk

Eeterangan

fuardcopy dan |




‘Memeriksa formulir e ga._;ua.n
keheratan dar Para Pemahion
[niormasi dan memerintabhkan
FFID dan FRID Pembantu untgls
menjasab permohonan informasi

‘Memerintahkan kepada PPID dan
FFIZ Pembanta untuk memenuhi
permintaan informasi dari
Pemohon Informasi.

w1 e

Memberilcan informasi yang
diminta olch pemohon informast
kepada Atasan PPID jika mnformasi
vang dimaksnd telah masuk DIP.
Atazan PPID alatr metgawab
pengajuan keberatan kepada
pemohon informasi. Jika informasi

I I | safcopy
' Berkas Pade han dan | Daftar surat
pengajLan jam kedja yEOE Darus
kebheratan diherilian
polayanan kepada PPID
informas yang dan FFID
telah diisi | Pembantu
lenglkap |
ﬁ] Berkas Pada har dan | Surat perintah
Pengajuan |am Kerja termulis
. - .“ licheratan kepada PPID
pelayvanan dan FPID
informasa Pembanty
vang Lelah diisi untuk
lenphap, memenu bl
(2) DOIF permintasan
vang telah pemahon
diumumkan | informasi
| yang
| mengajukan
| keberstan
i pelayvanan
{ informas
- publik
i Dolkumen/infor | Pada hari dan | Informasi |
masi jam kerja publik
: vang dimaksud yang diminta
| aleh Pemohon oleh Pemohon

! Informas: atan

rekomendasi
surat penolakan

Informast atau
=ural

pendlakan




vang diinginkan pemohon
mformasi tidak termasuk dalam
DIP yang telsh divmumlkan, kerena
informasi belum tersedia atau
termasuk informasi vang
dikecualikan, maka diberikan
surat penolakan kepada Pemohon
Informasi.

-1 5=

darl PPID atau
PP
Pemnbaniu
karena
mformasi vang
dirminta
merupakan
informasi yang
dikecualikan

1-:-e-pﬂ.l:11._=h'
Pemohan
Informesi




Al

E. SOP FASILITASI SENGKETA INFORMASI

HOMOR S0P

T(:1, PEMBUATAN
TGL. REVIS]
LOGD [GL. EFEKTIF
INSTANSZI
DITAHKAN OLEH
PLAMA SOP
NAMA
INSTANS]
DASAR HURKLUM pLUALIFIKAST PELAKSANA

FASILITAS] BENGRETA

INFORMASI PUBLIK

£, LT 25 Tahiin 2005:
C. LT 23 Tahun 20 18;
. PP 61 Tahun 2010

. Ferld 1 Tahuan 2010
3o Ferkl 1 Tahun 2013

1 1 UL 14 Tahun 2008;

RETERIKATAN:

PERALATAN/ PERLENGKAPAN:

1. Lembar Kerja dan Rencana Kerjg
2, Term of Reference

3 Alet bylis eantos

H Jaringan Internct

PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

- Chisimpan dalam bentuk safteopy dan hardoopy




Hegiatan

Premolhon
Informes

= 22

Pelaksana
FPPID etan
PRID Atasar Koamimsi
Pirribant PRI | Toformasi

Setiap Pemohon Informasi dapat
mengajukan keberatan secars
terlulis kepada Atasan PPID delam
waktn 10 [sepulub) han kers,
stjak permohonan informasi
teremstras dan dibenkan,
P&rm}njﬂngan pememihan
permohonan informas: selama?
{iugjuh] har sgjak pembentahuan
tertalis diberikan dan tidalk dapal
diperpanjang lag

Atasan PFID mcnctaﬁl:zﬁ.n_'l"im

fasilitas: sengheta informasi untul
mengupayakan penyclesaian
sengketa mformasi, yang dibentak
olch PPIDY Ulama

Tim fasilitasi senghketa informas di
ketuai gleh PPID Utama dan
beranggotakan PPID Pembantu

Keterangan
o

Pendukung
Kelengkapan Walai Output
(1) Formulic Fada hari dan | Berkas
Pengajuan Keberatan | jam kenja, permohon
Informasi Pubihlk tnaksimal 10 | an
vang teraccdia di meja | (sepuluby) hari | informasi
pelayanan PPID atau | kerja, sejak vang telah
ditampillkan di permohonan | diisi
webhsite dan dapat informasi leripkap
diunduh, teregistrasi dan
(2) Fotocopy atau dilamppiri
scan identitas diri [otocopy /
(NIK) dari Permohon BCEN
Informasi identitas
yiang mengajukan chiri (NIK)
keberatan
Tenggapa
n tertuls
lari
atasan
FFID
peribal
informeasi
yang
disengket
alcan
Diajukan
dalam wakiu
paling [ambat




_18-

terkait, pejabat yang menangani
bidang hukum, pejabat fungsional,
serta JEUyang sesual dengan
kebutuhan

14 (empat
belag] hari
keria actelah
diterimanya
Langgapan
tertulis dar
Atasan PPID

Tim fasilitas: sengheta informasi
melaporkan proses penanganan
sengheta mformas: kepada Atasan

| PPID

4]

: Upé.}ra pr:nyrs]esaiaﬁ Sengheta
| Informasi Publik diajukan kepada
Kermist Informasi Pusat, Komisi

[nformast Provins:, Koniisi

| Informasi Kabupaten /Kota sesuai

dengan kewenangannya apabila

| tanggapan Atasan PPID dalam

proses keberatan tidak
EIZH:I_I:I'IJ.H.EHH.I’: P::m::ul'x_d_:-_n_ _Ln_._EEn_rma:s.i.

Salinan sesuail dengan aslinva
KEPALA BIRO HUKUM,

ttcd

W SIGIT FUDLJIANTD

MENTEER] DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ted

TJAHJO KUMOLO




LAMPIRAN, IIT

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
KNOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI

DA DORUMENTASIEEMENTERIAN DALAM NEGERI
DANPEMERTNTAHAN DAERAI
FORMAT DAFTAR ISIAN PUBLIK
| = —
p Informas:
: _ F‘e_labatf Un | Penangrung Waikin Dan | Béstuk = Janghka
Jenis | Ringkasan |it/Satlker | Jawah .| Wajib i " Walcty
NET : Tempat Informasi - |'Wajib Wajib [nformas

Infor | = Yang Pembuatan Dmurmumban : ; Alau
: . ., | Pembuatan | Yang 5 Diumumlcan [Diumumkan | Yang :
masi | Informas: | Menguasai | atan Penerhit Infa : Tersedia Secara Serte Wlibtd |Raties Rot Aeken A Retensi

Informasi Informasi " s Berkala ol 2 SRR | LR Arsip

Salinan sesual dengan aslinya
KEFPALA BIRDO HUKUM,

ttd

W. SIGIT PUDJIANTO

MENTER] DALAM NEGERI
REPUEBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO



	img-222145633-0001.pdf
	img-222145633-0002.pdf
	img-222145633-0003.pdf
	img-222145633-0004.pdf
	img-222145633-0005.pdf
	img-222145633-0006.pdf
	img-222145633-0007.pdf
	img-222145633-0008.pdf
	img-222145633-0009.pdf
	img-222145633-0010.pdf
	img-222145633-0011.pdf
	img-222145633-0012.pdf
	img-222145633-0013.pdf
	img-222145633-0014.pdf
	img-222145633-0015.pdf
	img-222145633-0016.pdf
	img-222145633-0017.pdf
	img-222145633-0018.pdf
	img-222145633-0019.pdf
	img-222145633-0020.pdf
	img-222145633-0021.pdf
	img-222145633-0022.pdf
	img-222145633-0023.pdf
	img-222145633-0024.pdf
	img-222145633-0025.pdf
	img-222145633-0026.pdf
	img-222145633-0027.pdf
	img-222145633-0028.pdf
	img-222145633-0029.pdf
	img-222145633-0030.pdf
	img-222145633-0031.pdf
	img-222145633-0032.pdf
	img-222145633-0033.pdf
	img-222145633-0034.pdf
	img-222145633-0035.pdf
	img-222145633-0036.pdf
	img-222145633-0037.pdf
	img-222145633-0038.pdf
	img-222145633-0039.pdf
	img-222145633-0040.pdf
	img-222145633-0041.pdf
	img-222145633-0042.pdf
	img-222145633-0043.pdf
	img-222145633-0044.pdf
	img-222145633-0045.pdf
	img-222145633-0046.pdf
	img-222145633-0047.pdf
	img-222145633-0048.pdf
	img-222145633-0049.pdf

